





A. Latar Belakang Masalah  
Terwujudnya pemerintahan yang baik,bersih, dan berwibawa (clean and 
good governance) menjadi cita-cita harapan setiap bangsa. Birokrasi pemerintah 
menempati posisi yang penting dalam pelaksanaan pembangunan karena instrumen 
penting yang akan menopang dan memperlancar usaha–usaha pembangunan 
(Rosyada,2016:1). Namun, saat ini birokrasi belum bisa membangun kepercayaan 
publik dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap pelayanan publik yang 
berakibat pada ditemukannya tindakan penyelewengan wewenang. Pengawasan 
dalam menajemen hakikatnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan 
penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai organisasi. Jika 
dalam kaitannya dengan keuangan negara, pengawasan ditujukan untuk 
menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara 
yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri, atau lembaga pemerintahan yang 
mengelola APBN (Chandra, 2011).  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan 
dan Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa pelaksanaan 
pengawasan ditujukkan untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah  yang efektif 
dan efisien berdasarkan peraturan perundang – undangan. Salah satu arah kebijakan 
dalam RPJMN 2015 – 2019 adalah penguatan kebijakan sistem pengawasan intern 





sinergis. Seperti halnya dalam RPJMN 2015 – 2019,  Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010 – 2025  yang mengacu periodisasi tahapan pembangunan 
sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2005-2025 pada bidang pengawasan 
diharapkan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas 
KKN. Agenda pengawasan menjadi hal yang penting dalam Reformasi Biokrasi. 
Untuk mendukung RPJMN 2015- 2019 dan Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, 
pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengendalian Intern Pemerintah 
merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 
terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian pemerintah dapat 
dibagi menjadi pengendalian intern dan ekstern. Pengendalian intern meliputi 
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau 
nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah Aparat 
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung 
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga; Inspektorat Provinsi dan Inspektorat 
Kabupaten/Kota. Sedangkan pengawas ekstern pemerintah seperti BPK (Badan 
Pemeriksa Keuangan), DPR dan DPRD (pengawasan politis), masyarakat (wasmas) 
dan lembaga peradilan (pengawasan yudikatif) (Mashduqi, 2015).  
Meskipun pemerintah sudah memiliki sistem pengendalian intern dan 





penyelewengan birokrasi di Indonesia yaitu korupsi justru terjadi di kalangan 
birokrasi, DPRD dan Kepala Daerah. Bentuk korupsi yang dilakukan bukan lagi 
sekedar manipulasi uang transportasi, hotel dan uang saku, tetapi tender proyek 
fiktif, pemerasan, mark-up pengadaan barang hingga pengelakan pajak (Mazrieva, 
2017). Indonesian Coruption Watch (ICW) menyatakan 95 persen kasus korupsi 
saat ini terjadi di Daerah, Kabupaten, dan Kota (Hardjono, 2015). Seperti halnya 
terungkapnya dua kasus korupsi yang terjadi di Kota Surakarta pada tahun 2017 
yaitu  Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta menetapkan dua orang tersangka kasus 
korupsi rehab dan pengadaan sarana dan prasarana (Sarpras) Gedung Olahraga 
(GOR) Manahan (Hakim, 2017) dan kepolisian Resor Kota (Polresta) Surakarta 
melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana bantuan 
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kota Solo tahun 2013 berdasarkan hasil 
penyidikan diduga melakukan penyalahgunaan uang negara menimbulkan kerugian 
sekitar Rp 208 juta (Suwarto, 2017). 
Ketika KPK dan Kejaksaan bangga banyak uang yang disita, menyelamatkan 
uang negara, itu artinya Inspektorat gagal karena makin banyak orang korupsi. 
Tugas inspektorat dinilai berhasil jika pejabat yang melakukan korupsi semakin 
sedikit. Selain itu menurut penilaian Mendagri Tjahyo Kumolo bahwa dari 100 
persen pelanggaran penggunaan anggaran pada kabupaten/kota 90 persen 
merupakan temuan BPK, KPK, Kejaksaaan dan Kepolisian, sisanya 10 Persen 
merupakan temuan Inspektorat dan ini dinilai sangat kecil mengingat 
posisi Inspektorat lebih mudah memantau (Santosa, 2017). Selain itu, Inspektorat 





kedudukan yang sama dengan perangkat daerah lainnya yang bertanggungjawab 
kepada Kepala Daerah.  Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, untuk 
mencegah terjadinya kembali korupsi di daerah, pihaknya akan memperkuat 
keberadaan inspektorat daerah. Mendagri menilai, saat ini peranan Inspektorat 
daerah dalam mengawasi eksekutif sangat lemah sebab posisinya tidak sejajar 
(Hakim, 2017). Kedudukannya yang tidak independen ini menyebabkan 
pengawasan yang dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 
dapat diintervensi oleh pihak lain dan secara tidak langsung Aparatur Pengawas 
Internal Pemerintah (APIP) akan menjaga nama baik Kepala Daerah sehingga 
memberi celah penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan.  
Untuk melaksanakan pengawasan intern pemerintah yang efektif dan efisien, 
pemerintah berupaya melakukan peningkatan kapabilitas APIP melalui Peraturan 
Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan 
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah  mengacu pada Internal Audit 
Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal 
Auditor (IIA) Dengan model tersebut, tingkat kapabilitas APIP dikelompokkan ke 
dalam lima tingkatan (level), yaitu level-1 (Initial), level-2 (Infrastructure), level-
3 (Integrated), level-4 (Managed), dan level-5 (Optimizing). Setiap tingkat 
kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas suatu APIP pada 
tingkatan tersebut. Semakin tinggi levelnya maka semakin baik kapabilitas APIP. 
Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo dan target yang tertuang dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kapabilitas APIP 





Kondisi kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah 
berdasarkan hasil penilaian/assessment yang dilakukan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sampai dengan 2 Juni 2017 sebagai berikut: 
Diagram 1.1 




Sumber: Hasil assesment BPKP 
 
 Level kapabilitas APIP Daerah di Provinsi Jawa Tengah, menunjukan 
kondisi yakni level-1 sebanyak 18 Inspektorat (50%), level-2 sebanyak 
16 Inspektorat (44,5%) dan level-3 sebanyak 2 Inspektorat (5,5%). Semakin tinggi 
levelnya maka semakin baik kapabilitas APIP. Inspektorat Surakarta merupakan 
salah satu Inspektorat Daerah di Provinsi Jawa Tengah yang sudah mencapai Level-
3 yang berarti mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu 
program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tatakelola, manajemen 
risiko dan pengendalian intern. Menurut penuturan dari Gesang selaku sekretaris 












Inspektorat Surakarta sudah mencapai level-3 masih ada elemen yang belum 
tercapai. 
Inspektorat Surakarta sebagai Inspektorat Daerah yang bertanggungjawab 
kepada Walikota Surakarta dan secara teknis administratif mendapat pembinaan 
dari sekretaris daerah mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal 
dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi Inspektorat 
Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa 
dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat 
Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program 
pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, 
pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Bentuk 
pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terdiri dari reviu, audit, evaluasi, 
pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. Titik berat pelaksanaan tugas 
pengawasannya adalah mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program 
dan kegiatan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta memperbaiki 
kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-
kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang. Hasil pemeriksaan oleh 
tim Inspektorat nantinya akan ditindaklanjut dalam bentuk pembinaan yang berupa  






Berikut diagram hasil pemeriksaan dan pembinaan yang diakukan oleh 
Inspektorat Surakarta mulai tahun 2015 – Juni 2017 
Diagram 1.2 
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Surakarta  
Tahun 2015 – Juni 2017 
 
 
Sumber: Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Surakarta 
Pada ikhtisar LHP Inspektorat Kota Surakarta mulai tahun 2015 – Juni 2017 
telah melakukan pemeriksaan dengan menghasilkan temuan, rekomendasi serta 
melakukan tindaklanjut. Pada tahun 2015 menghasikan 568 temuan, 700 
rekomendasi diantaranya 698 (99,71%) sudah diselesaikan dan sebanyak 2 (0,29%) 
masih dalam proses penyelesaian. Tahun 2016 menghasilkan 533 temuan, 675 
rekomendasi diantaranya 616 (98,56%) sudah selesai dan sebanyak  9 (1,44%) 
masih dalam proses penyelesaian. Tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 
menghasilkan 169 temuan, 209 rekomendasi diantaranya 156 (74,16%) sudah 
selesai dan sebanyak 53 (25.36 %) masih dalam proses penyelesaian. Tidak semua 
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masih ada yang dalam proses penyelesaian misalnya tindaklanjut pengembalian 
uang yang harus dicicil/diangsur.   
Saat ini permasalahan Inspektorat Surakarta dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan dan pembinaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdapat pada 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 yaitu terbatasnya sumber 
daya manusia (APIP), banyaknya Daftar Obyek Pemeriksaaan (DOP) di lingkungan 
Pemerintah Kota Surakarta yang belum didukung oleh jumah APIP, implementasi 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan OPD sudah berjalan 
namun belum optimal, selain itu menurut penuturan dari Gesang selaku Sekretaris 
Inspektur Kota Surakarta pada wawancara (15/09/2017) hanya sebagian SDM di 
Inspektorat Surakarta dapat melayani fungsi pembinaan pada OPD khususnya pada 
layanan konsultasi, jika ada yang ingin berkonsultasi akan diarahkan pada tim yang 
berkompeten pada bidangnya. Semestinya seluruh SDM mampu untuk melayani 
jika ada yang membutuhkan konsultasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 
menarik untuk dikaji bagaimana kapabilitas Inspektorat Surakarta sebagai lembaga 
pengawasan intern pemerintah dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya 
untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan OPD di Kota Surakarta. 
Kapabilitas organisasi membuka perspektif baru untuk pembangunan dan 
pertukaran kompetensi organisasi dalam menghadapi strategi globalisasi (Philippe 
Rauffet,2012: 706). Kapabilitas berfokus pada kemampuan organisasi  untuk 
belajar dan berkembang, serta juga pada rutinitas strategis dan rutinitas organisasi 





sumber daya secara bersama – sama menghasilkan nilai dan menciptakan sinergi 
(Eisenhardt,2002: 1107). Mengamati kemampuan (capability) merupakan masalah 
struktural yang paling signifikan dalam pengelolaan organisasi yang kompleks saat 
ini (Van de Ven,1986: 509). Menurut Kusumasari (2010) bahwa model kapabilitas 
terdiri dari kapabilitas kelembagaan, sumber daya manusia, implementasi 
kebijakan, keuangan, teknis, dan kepemimpin.  
Jika penilaian kapabilitas APIP sudah dilakukan oleh Badan Pengawas 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan berpedoman pada Internal Audit 
Capability Model (IA-CM), pada penelitian ini penulis akan mengkaji kapabilitas 
organisasi Inspektorat Surakarta secara umum dengan berpedoman pada teori 
kapabilitas. Penulis tertarik untuk memilih judul “Kapabilitas Inspektorat 
Surakarta Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) di Kota Surakarta”  
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, 
maka muncul perumusan masalah yang harus dipecahkan dalam sebuah penelitian. 
Adapun perumusan masalah sebagai berikut : 
 Bagaimana kapabilitas Inspektorat Surakarta dalam melaksanakan 








Adapun tujuan dari penelitian adalah : 
Untuk mengetahui kapabilitas Inspektorat Surakarta dalam melaksanakan 
pengawasan dan pembinaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota 
Surakarta 
D. Manfaat 
Dengan tercapainya tujuan dari penelitian di atas diharapkan dapat 
memberikan manfaat antara lain: 
1. Manfaat Teoritis 
 Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan serta mengembangkan teori-teori dalam disiplin Ilmu 
Administrasi Negara yaitu teori kapabilitas  
2. Manfaat Praktis 
 Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan bagi pembaca penelitian ini yang diperuntukkan bagi diri 
sendiri, institusi, dan masyarakat. Adapun manfaat-manfaat tersebut yaitu: 
a. Manfaat Bagi Individu 
 Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi Tugas Akhir (Skripsi) 
sebagai persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) pada Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Administrasi Negara, 







b. Manfaat Bagi Institusi 
 Penelitian ini dapat menjadi masukan atau pertimbangan yang 
bersifat konstruktif bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan 
dan pembinaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surakarta 
dapat berjalan efektif dan efisien 
c. Manfaat Bagi Masyarakat 
 Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan 
kepada masyarakat untuk berperan dalam melakukan pengawasan 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surakarta jika terjadi 
tindakan penyelewengan dapat melakukan pengaduan kepada 
Inspektorat Kota Surakarta. 
 
 
 
